BUPATI BARITO TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI BARITO TIMUR
NOMOR IS TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BARITO TIMUR,

Menimbang : bahwa sesuai berdasarkan ketentuan Pasal 104 ayat (2)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2024 perlu menetapkan Peraturan
Bupati Barito Timur tentang Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan,
Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten
Pulang Pisau, Kabupaten Kabupaten Gunung Mas,
Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di
Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);




10.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 10);

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang

Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);

Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 180);
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12,

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020
tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781];

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021
tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rancangan Rencana Kerja
Pemerintah Tahun 2025 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 264);

Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 16
Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2008-
2028 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun
2008 Nomor 16);

Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 8 Tahun 2023
Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Timur
Tahun 2024-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito
Timur Tahun 2023 Nomor 165);

Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 3
Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Barito Timur (Berita
Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2020 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur
Nomor 50);




Menetapkan

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1
2.

w

(1)

Daerah adalah Daerah Kabupaten Barito Timur.
Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta
Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan
Eksekutif Daerah.

. Bupati adalah Bupati Barito Timur.
. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten

Barito Timur.
Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten
Barito Timur.

. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Timur
dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang
menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Barito Timur.

. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten

Barito Timur.

Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah
Kabupaten Barito Timur yang terdiri dari Badan-badan,
Dinas-dinas dan Kantor-kantor.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya
disingkat RKPD adalah Rencana Kerja Pemerintah
Tahunan Daerah Kabupaten Barito Timur.

Pasal 2

RKPD Tahun 2025 disusun dengan maksud sebagai

berikut:

a. mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang
dimiliki guna peningkatan kesejahteraan masyarakat
yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan
kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan
kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks
pembangunan manusia dalam kurun waktu 1 (satu)
tahun kedepan.

—
KARAG HUKUR 3 KEPAL

puacepfass. .. {5 ‘o
FREEAE S|




(2)

(1)

(2)

b. menyediakan informasi bagi pemenuhan laporan
evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang
perlu disampaikan kepada pemerintah.

Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Barito Timur Tahun 2025 adalah :

a. sebagai acuan bagi seluruh Perangkat Daerah di
Kabupaten Barito Timur dalam menyusun program dan
kegiatan yang dianggarkan melalui Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada
Tahun Anggaran 2025;

b. sebagai dasar bagi Perangkat Daerah untuk
memfinalkan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah
Tahun Anggaran 2025;

c. sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum
APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
Tahun 2025 yang akan disampaikan kepada DPRD
untuk dibahas, disepakati dan dituangkan dalam Nota
Kesepakatan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas
dan Plafon Anggaran Sementara antara DPRD
Kabupaten Barito Timur dengan Bupati Kabupaten
Barito Timur yang selanjutnya akan dijabarkan dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Tahun 2025.

BAB II
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 3

Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan Dokumen
Perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode 1 (satu)
tahun, yang disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja
Pemerintah Tahun 2025.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Barito
Timur Tahun 2025, sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
pasal ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai
berikut :

BAB I Pendahuluan

BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah

BAB IlI Kerangka Ekonomi Dan Keuangan Daerah
BAB IV Sasaran Dan Prioritas Pembangunan Daerah
BAB V Rencana Kerja Dan Pendanaan Daerah

BAB VI Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
BAB VII  Penutup
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(3) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Barito
Timur Tahun 2025, sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Timur.

Ditetapkan di Barito Timur
pada tanggal 1 autli 2024

Pj.Bupati Barito Timur,
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Diundangkan di Tamiang Layang
pada tanggal A July 2024

Sekretaris Daerah

Kabupaten Barim’l"y/

Panah oetar

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2024 NOMOR ies
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